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PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEPAILITAN 

PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM 

NASABAH ASURANSI 

(xiii + 141 halaman) 

 

Salah satu tujuan dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) adalah 

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah Lembaga keuangan, 

termasuk nasabah perusahaan asuransi. Dalam kepailitan, Peran OJK sebagai satu-

satunya lembaga yang berwenang untuk mengajukan kepailitan terhadap 

perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) pada UU No. 37 Tahun 2004 

tentang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”)  

jo. Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), 

menimbulkan sejumlah persoalan dalam penyelesaian utang piutang antara 

perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi, antara lain berpotensi 

menyimpang dari prinsip keseimbangan yang dianut dalam UU KPKPU. 

Disamping itu, untuk dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap Perusahaan 

Asuransi, OJK masih wajib memenuhi persyaratan kepailitan yang tercantum 

dalam UU KPKPU. Dalam skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian 

hukum normatif - empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan Konsepsual, 

dan ditemukan bahwa wewenang eksklusif OJK dalam permohonan kepailitan 

asuransi tidak sesuai dengan konsep kepailitan yang seharusnya merupakan 

hubungan privat antara debitur dan kreditur. Wewenang eksklusif OJK sebagai 

pemohon pailit terhadap Perusahaan Asuransi juga rentan akan penyimpangan 

terhadap prinsip keseimbangan dalam kepailitan. Penulis  berkesimpulan bahwa 

wewenang OJK sebagai satu-satunya pemohon pailit untuk Perusahaan Asuransi 

adalah tidak tepat, dan persyaratan formal kepailitan berdasarkan UU KPKPU juga 

tidak relevan dalam hal OJK telah mencabut ijin usaha perusahaan asuransi. 
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